
 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

NOMOR 87 TAHUN 2025 

 TENTANG  
 

PENUNJUKAN OPERATOR E-PPID  

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 

 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 

 

Menimbang  a. bahwa dalam rangka melaksanakan 

ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 

Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ 

Kota sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 

Tahun 2024 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 

Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan 

Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/ Kota; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 

210 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

SALINAN 
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Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan  

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 

huruf b, perlu menetapkan dan menunjuk 

Operator e-PPID pada Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi Kalimantan Tengah. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 

1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6905); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

file:///C:/Users/user/Downloads/jdih.kpu.go.id/kalteng


-3- 

 

jdih.kpu.go.id/kalteng 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4846); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran 

Negara Republik indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

193, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 

Nomor 6547); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Republik 
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Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6863); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 377); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 

Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan 

Pelayanan Informasi Publik di Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 

2024 tentang Perubahan Atas Peraturan 
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Komisi Pemilihan umum Nomor 22 Tahun 

2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan 

Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

531); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN 

UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH   TENTANG 

PENUNJUKAN OPERATOR   E-PPID   DI   KOMISI   

PEMILIHAN   UMUM   PROVINSI KALIMANTAN 

TENGAH. 

KESATU : Menetapkan dan menunjuk nama yang tercantum 

dibawah ini sebagai Operator e-PPID di Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah: 

   

 

Nama : Zulbadrani, S.IP 

NIP : 20020209 202506 1 006 

Pangkat/ Golongan : Penata Muda (III/a) 

Jabatan : Penata Kelola Pemilihan Umum 

Ahli Pertama 

Email : kaltengprov_ppid@kpu.go.id  

No. Hp : +627749899193 

Provinsi : Kalimantan Tengah 

KEDUA : Tugas operator e-PPID sebagaimana Diktum 

KESATU, yaitu: 

1. Melakukan pengelolaan pada laman PPID 

online;  

2. Melakukan updating laman beranda PPID 

online; 

3. Melakukan pengecekan jumlah permohonan 

informasi dan keberatan yang diajukan 

melakukan PPID online; 
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4. Berkoordinasi dengan PPID KPU Provinsi 

Kalimantan Tengah; dan 

5. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan 

oleh PPID berkaitan dengan tata kelola 

pelayanan dan permohonan informasi publik di 

KPU Provinsi Kalimantan Tengah. 

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini 

dibebankan pada anggaran yang dikelola oleh 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan 

Tengah. 

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.   

  

 Ditetapkan di Palangka Raya  

 pada tanggal 10 Juli 2025 
 

 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHANUMUM 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 

ttd. 

 

MUHAMMAD HASYIM 
Salinan  

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum 
 

 
 

Toni Sadoso Saputra 
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